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ABSTRAK

Konflik sumber daya kehutanan yang terjadi di Moro-Moro Register 45
Kabupaten Mesuji Lampung, sampai saat ini belum dapat terselesaikan, termasuk
ketiadaan payung hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Desakan
reforma agraria tidak kunjung terwujud. Akses pemanfaatan hutan oleh
masyarakat sangatlah sulit, berbanding terbalik dengan penguasaan hutan oleh
“Perusahaan”. Solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaan akses
sumber daya hutan adalah sistem Kemitraan Kehutanan yang diatur dalam
Permenhut No. 39 Tahun 2013 tentang Kemitraan. Masyarakat yang tinggal di
kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan dapat bekerjasama dengan pemegang
izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan.

Permasalahannya adalah: 1) Bagaimana dinamika konflik tanah masyarakat di
Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji Pra-Menggarap Lahan sampai
sekarang; 2) Bagaimana model penyelesaian sengketa tanah di Moro-Moro
Register 45 Mesuji.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data
primer dan data sekunder, masing-masing data diperoleh dari penelitian
kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan
hasil Penelitian adalah: 1) masuknya masyarakat Moro-Moro dari tahun 1996
sampai saat ini, yang notabennya tidak diberikan akses hutan, menyebabkan
terjadinya konflik. Sampai penolakan sistem kemitraan dilakukan, 2) model
penyelesaiaan sengketa dengan beberapa macam yaitu; a) Kemitraan berdasarkan
Perjanjian baku, b) Kemitraan berdasarkan konsep Pemberdayaan dan
Perlindungan Petani, ¢) Kemitraan berdasarkan Musyawarah, d) Kemitraan
berdasarkan konsep Landreform.
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Seyogyanya konflik akses hutan bisa diselesaikan jika mempertimbangkan
aspirasi masyarakat setempat, supaya masyarakat mendapakkan kesejahtraan dan
keadilan. Artinya pelaksanaan Permenhut No0.39 Tahun 2013 bisa diterapkan
dengan mengedepankan dasar kesejahtraan bagi masyarakat yang melakukan
kerjasama kemitraan di Kawasan Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji sebagai
upaya penyelesaian konflik.

Kata Kunci: Konflik, Akses hutan, Moro-Moro, Kemitraan



Settlement of Land Autorizhation In Moro-Moro Register 45
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ABSTRACT

Conflict of forest resources which happens in Moro-Moro, Register 45 regency of
Mesuji Lampung, until now cannot be resolved, include the absence of a legal basis
to protect interest of society. The Insistence of agrarian reform doesn’t materialized.
Access to forest utilization by communities is difficult, inversely proportional with
forest domination by “the company”. Solutions provided by the government in
managing access to forest resources is system of Forestry Partnership that regulated
in Regulation of Forest Minister No. 39 of 2013 about Partnership. The people who is
living in forest areas and around forest areas may cooperate with concessionaire of
forest utilization or forest managers.

The problems are: 1) how is the dynamic of land community conflict in Moro-Moro
Register 45 Regency of Mesuji pre-land working until now; 2) How the model to
resolve the land dispute in Moro-Moro Register 45 Mesuji.

This research is done through normative and empirical approach with primary data
and secondary data, each data obtained from library research and field. Data analysis
is done qualitatively. Based on the results of the research is: 1) The entry of Moro-
Moro Community from 1996 until now, which is not granted forest access, causing
conflict. Until the rejection in partnership system is done, 2)Dispute resolution model
with several kinds namely; a) Partnership based on standard Agreement, b)
Partnership based on Farmers Empowerment and Protection concept, c) Partnership
based on Deliberation, d) Partnership based on Landreform concept.
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Forest concession access should be resolved when considering the aspirations of the
local community, in order for the community to prosper welfare and justice. This
means that the implementation of Regulation of Forest Minister N0.39 of 2013 can be
applied by prioritizing the basic of welfare for the community who cooperate
partnership in Forest Areas Register 45 Kabupaten Mesuji as an effort to resolve the
conflict.

Keywords: Conflict, Forest Access, Moro-Moro, Partnership
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi kekayaan alam
yang tidak ternilai harganya. Hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan
dan penghidupan masyarakat, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun
ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu, hutan harus diurus dan
dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. Banyak yang

terjadi di dalam sektor kehutanan salah satunya konflik akses sumber daya alam.*

Di Negara Indonesia, tanah merupakan faktor produksi sangat penting dalam
menentukan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan. Walaupun tanah
di negara-negara agraris merupakan kebutuhan dasar, tetapi struktur kepemilikan
tanah di negara agraris biasanya sangat timpang. Disatu pihak ada individu atau
kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah secara berlebihan namun
dilain pihak ada kelompok manusia yang sama sekali tidak mempunyai tanah.

Kemudian masalah hak dan akses apakah hak yang dimiliki masyarakat diakui

'Bernhard Limbong, 2012, Hukum Agraria Nasional, Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka,
him. 106



atau tidak. Dengan kata lain terdapat perbedaan perspektif yang tumpang tindih

antara hukum nasional dengan hukum adat.?

Konflik agraria yang muncul saat ini, merupakan ketimpangan dari rezim orde
baru dalam perjalanaan distribusi tanah yang carut marut yang dilakukan oleh
negara dalam pengelolaan akses sumber daya alam, ini menjadi pemicu konflik
agraria yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, dalam pendistribusian tanah
negara bukan mengembalikan tanah seperti semangat Undang-Undang No. 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA).

Meski  mengakui bahwa kebijakan tersebut telah memberi kontribusi bagi
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui kebijakan pemberian konsesi seperti
HPH, HPHTI, HTI, HPHH, HTI® mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,
meningkatkan pendapatan dan devisa negara, menyerap tenaga Kkerja,
menggerakkan roda perekonomian. Meski demikian, di sisi yang lain, pemberian
konsesi-konsesi kepada Badan Usaha Milik Negara Swasta (BUMS) maupun
Bahan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menimbulkan bencana nasional, karena
kerusakan sumber daya alam hutan akibat eksploitasi yang tak terkendali dan tak
terawasi secara konsisten. Selain menimbulkan kerusakan ekologi yang tak

terhitung nilainya, juga menimbulkan kerusakan sosial dan budaya, termasuk

’Beckman, Franz V.B. Keebet V.B.Beckman And Julietekoning. 2001, Sumber Daya Alam
dan Jaminan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, him. 63

*pada pertengahan tahun 1980-an, pemerintah meluncurkan sebuah rencana ambisius untuk
membangun kawasan yang luas untuk hutan tanaman industri yang tumbuh cepat (Hutan
Tanaman Industri - HT1 ), khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Program ini dipercepat dengan
dikeluarkannya Perturan Pemerintah pada sekitar 1990. Awalnya, pemerintah menetapkan
program HTI sebagai rencana untuk menyediakan pasokan tambahan kayu yang berasal dari
hutan-hutan alam, melakukan rehabilitasi lahan yang tergdegredasi, dan mempromisikan konversi
alam. Untuk mencapai tujuan itu, para pengusaha HTI menerima berbagai subsidi pemerintah,
termasuk pinjaman dengan ketentuan yang lunak dari “Dana Reboisasi” yang dikumpulkan dari
para pemegang HPH.



pembatasan akses dan penggusuran hak-hak masyarakat serta munculnya konflik-

konflik atas pemanfaatan sumber daya hutan.*

Jelas pula mengapa desakan reforma agraria tak kunjung terwujud, termasuk
ketiadaan payung hukum berupa undang-undang reforma agraria®, sejatinya,
mandat untuk menyelesaikan konflik agraria termaksuk di dalamnya konflik/
sengketa pertanahan telah diamanatkan dalam ketetapan MPR RI Nomor
IXIMPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan Sumber Daya

Alam.®

Akan tetapi politik agraria berada dalam suatu dinamika sosial-politik yang sangat
kompleks. Visi dasar politik agraria nasional adalah memberikan jaminan bahwa
seluruh sumber-sumber agraria dapat dimanfaatkan bagi terwujudnya keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima Pancasila) dan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat melalui institusi negara, sebagaimana yang terdapat

dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan

*Nyoman Surjana, 2005, Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia Jurnal Jurisprudence, \Vol.
2, No. 1, Maret 2005, him. 35-55. Hal serupa dinyatakan oleh San Afri Awang, Dinamika Proses
RUU Kehutanan, dalam jurnal PSDA Vol 1-1, menurutnya selama orde baru, hutan dieksploitasi
secara tidak bertanggung jawab dengan menggunakan instrumen sistem pengusahaan hutan HPH
melalui PP No. 21 tahun 1970. Dampak negatif yang dihasilkan dari sistem pengusahaan hutan
dalam bentuk HPH adalah antara lain, (1) kelestarian hutan dalam arti meningkatnya produktivitas
lahan hutan dan kelestarian hasil kayu tidak tercapai, (2) muncul konflik antara pengusaha HPH,
pemerintah dengan penduduk lokal, (3) terjadi banyak perubahan sosial, politik, dan budaya di
desa-desa sekitar hutan terutama sekali jika dilihat dari aspek land tenurial sistem, dan
tertanggunya askes penduduk atas sumber daya hutan.

®Sebagai perbandingan, pemerintah Venezuela di bawah presiden Hugo Chavez menerbitkan
Undang- Undang Reforma Agraria ketika kebijakan Reforma agraria hendak ditegakkan.

®Dalam Pasal 5 Ayat (1) ketetapan MPR-RI tersebut ditegaskan bahwa arah kebijakan
pembaharuan agraria meliputi menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan Sumber
daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengatasi konflik di masa mendatang guna
menjamin terlaksananya penegaan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip yang telah
ditetapkan di pasal 4.



kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakya.’

Kewajiban melindungi hutan adalah bukan hanya kewajiban pemerintah semata,
akan tetapi merupakan kewajiban dari seluruh rakyat, karena fungsi hutan itu
menguasai hajat hidup orang banyak. Tetapi ketentuan itu hanya
mengikutsertakan masyarakat dalam tahap pelaksanaan dari suatu kegiatan
dibidang kehutanan, sedangkan tahap perencanaan dan penilaiannya masyarakat
kurang terlibat dalam rencana peruntukan dan penetapan hutan negara
menentukan secara sepihak, sehingga dalam peruntukan sering terjadi konflik
dengan masyarakat.® Yang berada di kawasan hutan maupun di sekeliling

kawasan hutan.

Kawasan kehutanan adalah salah satu kawasan yang juga mengalami banyak
konflik.® Penunjukan sepihak kawasan hutan dimasa lalu oleh pemerintah menjadi

salah satu faktor pemicu maraknya konflik-konflik di kawasan hutan.® Periode

" Amrizal, 2013, Tahapan Konflik Agraria Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah
(Studi, Konflik Masyarakat Nagari Abai Dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Mengenai
Hak Guna Usaha Pt. Ranah Andalas Plantation), Jurnal llmu Politik Fakultas Sosial Dan limu
Politik Unversitas Andalas Padang. him. 2-17

8Salim, 2013, Dasar Dasar Hukum Kehutanaan, Jakarta: Sinar Grafika, him.123

Data KPA tahun 2011 menyebutkan dari 163 konflik agraria sepanjang tahun 2011,
rinciannya 97 kasus disektor perkebunan, 36 kasus kehutanan, 21 kasus sektor infrastruktur,
delapan kasus disektor pertambangan, dan satu kasus di wilayah tambak dan pesisir. Sepanjang
tahun 2015 konflik tanah cendrung meningkat, diri data yang dikumpulkan Serikat Petani
Indonesia (SPI) sepanjang tahun 2015, jumlah kunflik agraria yang terjadi di Indonesia mencapai
231 Kasus. Angka ini menjadi 60% dibandingkan konflik agraria yang terjadi pada tahun 2014
sebesar 143 kasus dengan luasa lahan konflik di Indonesia dengan total luas konflik agraria seluas
770.341.

UMK lewat Putusan Nomor 45/PUU-I1X/2011 mengabulkan judial review lima Bupati
kalteng terhadap UU kehutanan. MK menghapus frasa “penunjukan dan atau”. Dalam
pertimbangan hukumnya MK berpendapat dalam pasal itu, pemerintah bisa jadi salah tafsir dan
berbuat sewenabg-wenang dalam memberikan status kawasan di daerah pemohon. Pasalnya,
dalam penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan cukup dengan frasa “ditunjuk dan atau”.



krisis ekonomi'! diakhir dekade 90-an menjadi periode penting dalam perjalanan
sejarah kehutanan di Indonesia. Periode ini adalah periode menjelang dan setelah

pergantian rezim Orde baru.

Khususnya di Lampung yang banyak terjadi konflik agraria di bidang kehutanaan,
ini mengakibatkan dampak dibidang ekonomi sosial dan budaya, mereka secara
tidak langsung menjadi masyarakat yang berkehidupan kurang mampu, dengan
demikian banyak masyarakat yang menempati hutan yang dahulu sejatinya
sebagai tempat mereka mencari kehidupan pada masa sebelum orde lama dan

sebelum dikuasai oleh negara semua hutan yang ada.

Jumlah penduduk miskin di Lampung pada September 2013 mencapai 1.134,28
ribu orang (45,39 persen), berkurang 28,8 ribu orang (0,47 persen) dibandingkan
dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 1.163,06 ribu orang
(14,86 persen).'? Sepanjang tahun 2015 konflik tanah cenderung meningkat, dari

data yang di kumpulkan Serikat Petani Indonesia (SP1).*3

Tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah diduga merupakan faktor
utama yang membuat penanganan kasus-kasus konflik ini menjadi “Rumit”. Hal
tersebut berdampak terhadap tata kelola hutan yang tidak bagus yang dilakukan

oleh pemerintah khususnya menteri kehutanaan. Akibatnya salah satu hutan di

pertengahan tahun 1997 negara-negara ASEAN terpuruk oleh krisis ekonomi regional yang
disebabkan oleh depresiasi mata uangnya terhadap dollar Amerika. Indonesia merupakan yang
terparah diantara semua negara di Asia. Berbagai riset mengatakan nilai tukar rupiah mengalami
depresiasi yang cukup besar terhadap US$, yaitu secara riil sekitar 71,6 persen dalam tahun 1998.
Laju inflasi dalam tahun tersebut mencapai 77,8 persen. Ini kemudian mendorong peningkatan
suku bunga mencapai tingakat tertinggi 61,8 persen pada bulan September 1998.

2Angka Kemiskinan Lampung ,September 2013, dilansir dari Badan Statistik Provinsi
Lampung, 2 Januari 2014

BSerikat Petani Indonesia, angka ini bertambah sekitar 60% dibandingkan konflik agraria
yang terjadi di Tahun Lalu sebesar 143 kasus, konflik terbesar di seluruh wilayah Indonesai
dengan total luas konflik agraria seluas 770,341.



Register 45 Mesuji Lampung Menjadi Konflik yang sejak tahun 1998 sampai saat
ini belum berakhir, wilayah Moro-Moro Register 45 Kkini bagai daerah tak bertuan.
Kekerasan, kriminalitas menjadi pandangan biasa dihampir setiap harinya karena

perebutan pengelolaan lahan oleh pihak-pihak tertentu.

Konflik agraria yang terus meningkat tidak dapat dipisahkan dari rangkaian
produk kebijakan yang dihasilkan oleh negara di sektor agraria, misalnya
mekanisme pengadaan tanah. Mekanisme pengadaan tanah melalui intervensi
negara ini dijalankan melalui penetapan berbagai jenis hak tertentu atas tanah dan
kekayaan alam yang ada didalamnya. Berbagai jenis hak diperkenalkan antara lain
Hak Guna Usaha, Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Industri, Kontrak Karya Pertambangan, dan lain-lain.**

Masalah konflik pertanahan di atas, prioritas pertama yang harus dikerjakan
adalah bagaimana menemukan cara penyelesaian masalah pertanahan untuk
mengelola konflik pertanahan, penyelesaian konflik perseorangan, badan hukum
swasta, konflik antar etnis, dan pemerintah baik yang menimbulkan kekerasan
atau tidak, harus dilakukan dengan cara peraturan perundang-undangan dalam
menyelesaikan konflik tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
tidak boleh menggunakan cara-cara yang bersifat pasif, acuh tak acuh, dan
menghindari atau menggunakan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan dan
masyarakat dikorbankan demi kepentingan badan hukum swasta dan kepentingan

pembangunan.

YOki Hajiansyah Wahab, 2013, Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Dalam Perspektif
Keadilan (Studi Kasus Warga Moro-moro Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung, Jurnal 1US
Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol 1 No 1, him. 15-29



Konflik pertanahan yang timbul banyak sekali dipermukaan dibeberapa kabupaten
di Provinsi Lampung. Beberapa konflik pertanahan saja yang dipandang dominan
untuk dipaparkan. Konflik tanah di Kabupaten Mesuji Kabupaten Mesuji adalah
Daerah Otonomi Baru (DOB), konflik pertanahan di kabupaten ini banyak sekali
terjadi antara pemerintahan daerah dengan warga masyarakat yang menduduki
kawasan hutan Register 45, dan antara PT. Siva Inhutani Lampung (SIL) dengan

warga masyarakat. ™

Urgensi dari model pengaturan dalam penyelesaian konflik agraria di Moro-Moro
Register 45 Kabupaten Mesuji merujuk pada pemenuhan hak tanah bagi
masyarakat dalam hal kesejahteraan, merupakan penyelesaian konflik agraria
yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat dengan penerapan Peraturan
Menteri No. 39 Tahun 2013 tentang Kemitraan, sebagai pemenuhan hak tanah
bagi warga di sana, bahwa tanah adalah kebutuhan yang urgen bagi kehidupan
masyarakat, penyelesaian dan pemenuhan hak bagi masyarakat Moro-Moro
Register 45 di Kabupaten Mesuji yang berorentasi pada pemenuhan hak tanah
bagi warga disana, suksesinya penyelesaian konflik agraria di Moro-Moro
dikerenakan untuk memberikan hak bagi warga negara Indonesia dan mereka
sudah bertempat tinggal dan menghabiskan kegiatan disan sudah belasan tahun,
serta tanah sebagai hak masyarakat dalam hal kesejahtraan yang diberikan oleh

pemerintah.

Dari pengelolaan wilayah hutan yang buruk muncul konflik-konflik yang terjadi,

sampai saat ini pun masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah, sehingga

Dimiyati Gedung Intan, 2011, Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Lampung,
Jurnal Keadilan Progresif Volume 187 2 Nomor, him. 184-194



menjadi kesenjangan bagi para warga yang tinggal di daerah tersebut, hutan sudah
habis dan konflikpun tak kunjung selesai. Karena pemerintah lepas tangan dalam
menangani sebuah konflik yang terjadi di daerah kehutanan, sebuah hutan akan
berjalan dengan baik jika pemerintah mau menangani secara maksimal dan
mengikut sertakan waga sekitar dalam pengelolaan hutan, maka akan lebih mudah

untuk menyelesaikan konflik yang tak kunjung selesai ini..

Daerah Moro-Moro sendiri yang terbentuk dari berbagai daerah yang ada di
Lampung maupun yang berada di luar Provinsi lampung, dari daerah-daerah
Lampung sendiri antara lain: Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara
dan Tulang Bawang dan masyarakat dominan Mesuji, sedangkat masyarakat yang
datang dari provinsi lain yaitu Palembang, Jawa: Ogan Komering Ilir, Ogan
Komering Ulu, Prabumelih, dan saat ini sudah banyak tanah yang berganti tangan
dari aslinya dengan kesepakatan yang dilakukan masyarakat karena faktor
ekonomi dan sosial. Moro-moro didiami kurang lebih 955 kepala keluarga atau
3518 jiwa yang tersebar dalam lima wilayah setingkat pedusunan. Dengan
komposisi laki-laki sejumlah 1863 orang dan 1655 orang perempuan. Masyarakat
terorganisasi dalam 28 kelompok tani yang keanggotaannya berkisar antara 18

hingga 30 orang.

Di Moro-Moro hidup berbagai suku dan agama. Suku terbesar berturut-turut Jawa,
Bali, Lampung, Batak dan lainnya. Agama terdiri dari Islam 60 %, Hindu 35%,
Kristen 4% dan Budha 1%. Masyarakat dapat menggunakan berbagai bahasa

daerah atau paling tidak memahami artinya. Keberagaman suku telah memberikan



pengetahuan yang sangat berharga bagi masyarakat paling tidak saling bertukar
pengetahuan berbahasa dan keterampilan dalam berproduksi.

Masyarakat yang berasal dari Mesuji adalah korban perampasan lahan oleh
perkebunan besar sawit melalui skema inti-plasma; korban perampasan tanah oleh
PT. B.G Dasad untuk HPH dan korban pertentangan antar tuan tanah di se-antero
Lampung. Karena itu mereka adalah korban dari kebijakan pemerintah pusat,
daerah dan para tuan tanah yang memanfaatkan mereka sebagai tenaga kerja
murah untuk pembangunan perkebunan dan buruh dalam hutan tanaman industri.
Asal desanya adalah Rawa Jitu, Gedung Boga, Gedung Srimulya, Unit Dua dan
berbagai transmigran usiran dari berbagai wilayah di Lampung dan Sumatera

lainnya.

Mengacu pada UUPA, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
Dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).’ Izin
pemanfaatan hutan masyarakat dengan menggunakan konsep sistem pinjam
pakai.’” Model penyelesaian konflik agraria yang berorentasi pada pemenuhan
hak tanah bagai warga sebagai kesejahtaan masyarakat di Moro-Moro Register 45
Kabupaten Mesuji. penyelesain konflik ini membutukan peran kerja sama antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai tempat permasalahan terjadi,

pengusaha sebagai pemilik Hak Guna Usaha (HGU), dan meliputi masyarakat

®perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, Perlindungan Petani,
Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang
diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan,
keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah
memberikan sarana dan prasarana terutama pemenuhan lahan bagi petani

YMora Dingin, 2015, Bersiasat dengan hutan negara, Epistema Institute. Dalam him.
kewenangan yangdiberikan kepada masyarakat hanya sebatas pengelolaan yang bisa diberikan
untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertaniaan, dan untuk mengelola dan memanfaatkan segala
potensi yang ada di dalam kawasan hutan dengan izin selama 35 tahun
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setempat, dengan mengedepankan disektor pemenuhan hak tanah bagi

masyarakat.

Diperlukan regulasi dengan adanya Permenhut No. 39 Tahun 2013 tentang
Kemitraan, untuk bisa menyelesaikan kasus konflik agraria yang sudah lama
terjadi. Beberapa aspek pertimbangan penyelesaian dari aspek sosial kesejahtaraan
dan keadilan untuk pengambilan kebijakan. Berbagai rentetan peristiwa terjadi,
semestinya cukup untuk memberi pelajaran berharga pada berbagai pihak, konflik
yang “diciptakan tetapi tak hendak diselesaikan” ini akan terus dipertahankan.
Bagaimanapun, konflik yang berakar pada persoalan akses ketimpangan terhadap
pengelolaan kawasan hutan ini, tidak mungkin diselesaikan dengan pendekatan

hukum semata. Tetapi juga mengacu pada teori akses dan hak.

Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan
Pemegang lzin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang lIzin usaha
industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam
pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan

saling menguntungkan.

Melaluai program NAWACITA bagi masyarakat marjinal, Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yang ikut dalam konperensi, bahwa rapat terbatas yang
dipimpin oleh Presiden Jokowi itu dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan
rakyat marjinal melalui pelaksanaannnya program kabinet “Ada dua sasarannya,
yaitu menata ulang, yaitu reforma agraria atau redistribusi lahan, dan yang kedua

2

adalah urusan legalisasi,” Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

tanah tersebut bisa berasal dari tanah dari otoritas Badan Pertanahan Nasional
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(BPN) atau kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi karena tanah tersebut
akan dilepas menjadi tanah petani. Pembagiannya yaitu“ 4,1 juta hektar sampai
4,5 juta hektar dari kawasan hutan. Polanya redistribusi itu ada pola kemitraan
transmigrasi dengan perkebunan, ada transmigrasi biasa, ada transmigrasi yang
bekerjasama dengan kemitraan rakyat”. Targetnya adalah mencakup 4,5 juta

penduduk miskin yang akan di-cover.

Aturan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, “Hutan produksi
konversi yang dilepaskan seluas 13,1 juta hektar tetapi hutan tersebut sudah ada
penggunaannya sekarang, ada yang untuk transmigrasi 900 ribu. Dari 13,1 juta
hektar hutan konversi yang bisa dilepas, itu sudah dipakai 7,8 juta”. Karena itu,
masih ada ruang bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

mengkonversi kembali lahannya buat rakyat.*®

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud melihat kemungkinan-
kemungkinan keluarnya kebijakan Kementerian Kehutanan dalam konteks
Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Penerapan Permenhut Nomor 39 Tahun
2013 Di Moro-Moro Hutan Regrter 45 Kabupaten Mesuji. Dengan menggunakan

metode penelitian normatif-empiris yang bisa digunakan dalam penelitian ini.

Bhttp,//setkab.go.id/prioritas-untuk-petani-marjinal-pemerintah-segera-bagikan-lahan-
seluas-9 juta-hektar/20/12/2016


http://setkab.go.id/prioritas-untuk-petani-marjinal-pemerintah-segera-bagikan-lahan-%20seluas-9%20juta-hektar/
http://setkab.go.id/prioritas-untuk-petani-marjinal-pemerintah-segera-bagikan-lahan-%20seluas-9%20juta-hektar/
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan

diteliti adalah :

a. Bagaimana dinamika konflik tanah masyarakat di Moro-Moro Register 45
Kabupaten Mesuji Pra-Menggarap Lahan sampai sekarang?
b. Bagaimana model penyelesaian sengketa tanah di Moro-Moro Register 45

Mesuji?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah Konflik Lahan Register 45 Kabupaten
Mesuji Pra-Menggarap Lahan sampai sekarang hingga bagaimana model
penyelesaian sengketa yang berbasis kearifan lokal, Desa Moro-Moro mulai
didatangi oleh penduduk untuk menggarap lahan pada tahun 1996 dan mulai
mendirikan pemukiman sejak tahun 1997 hingga saat ini. Berbagai penderitaan
batin dan fisik telah dirasakan dan terus menyiksa serta menyengsarakan rakyat

hingga saat ini.

Lokasi penelitian di desa Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung.
Yang berbatasan dengan kabupaten Tulang Bawang Barat, yang semuanya
terletak di kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Lokasi ini di lakukan sebagai
tempat penelitian berdasarkan fakta, bahwa di desa tersebut warga masyarakat

yang menduduki tanah areal register 45 menuntut agar tanah bisa sebagai mereka
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mencari penghasilan dan sebagai tempat tingga mereka, mereka sudah puluhan
tahun tinggal di sana dan banyak konflik kepentingan dan konflik yang sampai

saat ini belum juga dapat diselesaikan oleh pemerintah.

Konflik yang melibatkan PT. Silva Inhutani sebagai pemegang izin dan
pemerintah sebagai pemberi izin serta tanggung jawab negara untuk memberika
kesejahtraan masyarakatnya dalam pengelolaan hutan. Pada tahun 2002 izin yang
dimiliki oleh PT. Silva dicabut olen Menteri Kehutanan RI dengan alasan
perusahaan tersebut tidak membayar kewajibannya yaitu membayar iuran konsesi,
tidak merumuskan rencana kerja tahunan, dan tidak dapat menjaga fungsi hutan
register 45 sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi pada tahun 2004 PT. Silva
dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Bahkan pada tahun berikutnya PT. silva
yang nyata-nyata tidak melakukan penanaman dan menggunakan tanah sesuai
dengan peruntukannya mendapat penambahan luas konsesi dengan alasan yang
tidak masuk akal, ini menjadi permasalahan penguasaan tanah yang ada di

Regiater 45 Kabupaten Mesuji hungga saat ini.

Dengan diterbitkanya Permenhut No. 39 Tahun 2013 ini menjadi landasan dalam
penyelesaian konflik yang terjadi di kawasan hutan, termasuk kawasan hutan
Register 45 yang dihuni masyarakat Moro-Moro yang bersengketa dengan
pemerintah dan PT. SILVA sebagai pemegang hak konsesi huta Register 45

Kabupaten Mesuiji.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :
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a. Mengetahui bagaimanakah dinamika konflik tanah masyarakat di Moro-
Moro Register 45 Kabupaten Mesuji Pra-Menggarap lahan sampai
sekarang.

b. Mengetahui bagaimana model penyelesaian sengketa tanah di Moro-Moro

Register 45 Mesuiji.

1.5. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah :
a. Kegunaan Teoritis
Dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya
perubahan reformasi agraria dan hukum administrasi negara pada
umumnya, serta dijadikan refrensi bagi peneliti selanjutnya.
b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
penyelesaian konflik agraria yang berlangsung di kawasan Hutan
Register 45 Kabupaten Mesuji desa Moro-Moro yang telah menjadi isu
nasional, dengan model penyelesaian konflik dengan penerapan
Permenhut No. 39 Tahun 2013, dan mempertimbangkan beberapa aspek;
aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek budaya, untuk mendapatkan jalan

penyelesaian sengketa.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hutan
Hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan Forrest (Inggris),
merupakan datan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk
kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata dan penelitian. Dalan hukum
inggris Kono (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi
pepohonan tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di smping itu,
hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-
senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan
selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.
Menurut Dangler yang diartikan dengan hutan, adalah “Sejumlah
pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu,
kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan
lingkungan akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan asalkan

tumbuhan pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat
(hurizontal dan Ver‘[ikal)”19

2.2. Kementerian Kehutanan

93alim, op.cit., him.40
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah  dan
bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dipimpin oleh Menteri. Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menyelenggarakan fungsi.”

a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang penyelenggaraan
pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan,
pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan
daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan
produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan,
peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan, pengendalian dampak peru bahan iklim,
pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan
lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman , dan pelanggaran hukum
bidang lingkungan hidup dan kehutanan ;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan
hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasis
umberdaya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah

aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari,

“peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor , P.
18/Menlhk - 1i/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan.
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peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas
fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,
pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan,
ancaman, dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup dan
kehutanan;

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang tata
ingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung
daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi
lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,
pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan
pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan ;

. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan
hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan
ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan
lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing
industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian
dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan,
perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan,
ancaman, dan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup dan

kehutanan.
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2.3. Pendudukan Tanah Areal Perkebunan Yang Mempunyai Hak Guna
Usaha (HGU)

2.3.1. Pengertian Tanah Terlantar

Sekarang ini pengaturan tanah terlantar terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.
11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,
memberikan pengertian mengeni tanah terlantar yaitu : “Tanah terlantar adalah
tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegangan Hak
Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi
belum diperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.

Sebagai gambaran, jumlah perkebunan besar meningkat 4,9 juta hektar menjadi
14,6 juta hektar selama kurun waktu 30 tahun, jumlah kebun sebanyak 1,338
kebuan dan 252 kebun diantaranya merupakan kebun terlantar. Belum lagi luas
hutan Indonesia yang 74% nya luas daratan Indonesia diklaim sebagai kawasan
hutan. Dari sekian luas hutan di Indonesia ada sekitar 570 pemegang HPH yang
dikuasai oleh para konglomerat, pemegang HPHTI yang semuanya itu adalah
swasta, yang pada tahun 1998 mencapai luas 64,29 juta hektar. Dengan demikian,
terjadi kecenderungan dikuranginya peran pemerintah dibandingakan 30 tahun
lalu, yang semua itu berarti telah terjadi adanya ketimpangan kepemilikan tanah.?*
Pengembangan Badan Pertanahan Nasional tahun 1990/1991, mengenai “tanah

terlantar di wilayah Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sumatra Barat”

LJayadi Damanik, 2002, Pembaharuan Agraria dan Hak Asasi Petani, Yogyakart: Lapera
Pustaka Uatama, him., 37
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diperoleh pengertian tentang tanah terlantar adalah tanah yang tidak diusahakan
atau dikerjakan secara wajar yang mengakibatkan produksi tidak optimal, dan
mengenai jangka waktu untuk menentukan itu adalah berbeda antara perorangan,
pengembang (area estate) dan jangka waktu perkebunaan swasta yaitu:
a. Untuk perseorangan, jangka waktu tanah dianggap terlantar adalah 1-3
tahun
b. Untuk pengusaha pengembang (area estate) jangka waktu tanah terlantar
adalah 1-5 tahun
c. Untuk pegusaha perkebunan swasta adalah 1-5 tahun
Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2010 Pasal (13). Menentukan bahwa tanah tanah
yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan penetapan tanah terlantar, wajib
dikosongkan oleh bekas pemegang hak atas benda-benda di atasnya dengan beban

biaya yang bersangkutan.

Menurut Silviana®®, penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut menerangkan
sebab-sebab diterlantarkanya tanah adalah bermacam-macam dan kemampuan
pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya
juga bermacam-macam maka diperhatikan juga hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa untuk pemegang hak yang tidak menggunakan tanahnya sesuai
ketentuan yang berlaku karena tidak mempunyai kemampuan ekonomi
(golongan ekonomi lemah) tanahnya tidak akan dinyatakan sebagai tanah
terlantar, melainkan akan dibantu untuk mendayagunakan tanah itu,

disini unsur-unsur kesengajaan tidak ada.

?2Ana silviana, 2002, Pembatalan HGU PT, Yogyakarta: Lapera Pustaka Uatama , him. 53-
54
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b. Bahwa untuk ketegasan mengenai kapan sebidang tanah menjadi tanah
terlantar maka diperlukan peryataan tertulis dari Menteri atau atasnama
Menteri bahwa sebidang tanah telah diterlantarkan. Sebelum
mengeluarkan ketetapan ini. Menteri memberi kesempatan kepad
pemegang hak atas pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas
tanah yang bersangkutan untuk dalam waktu tiga bulan mengalihkan hak
atas tanah tersebut melalui pelelangan umum (pasal 14 ayat 2 ). Peralihan
hak melalui pelelangan umum merupakan keharusan untuk memberikan
kesempatan kepada pihak lain yang berminat menggunakan atau
mengembangkan tanah yang bersangkutan secara sungguh-sungguh.

c. Bahwa kepada pemegang hakatau pihk yang mempunyai hubungan
hukum dengan tanah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk
menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang
berlaku untuk menghindarkan tanahnya dinyatkan sebagai tanah
terlantar.

Penghormatan terhadap hak-hak dari pemegang hak sebagai objek tanah terlantar
maka tata car penertibanya dialksanakan secara bertahap. Identifiksi terhadap
tanah yang dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar dilakukan oleh Kantor
Pertanahan sebagai tugas rutin kemudian juga mendasar tersebut diri masyarakat
(pasal 9 ayatl) untuk melakukan indentifikasi tersebut yang perlu diperhatikan
yaitu adanya jangka wktu yang wajar yang ditetapkan oleh Menteri bersangkutan
(pasal 4 ayat 4 dan 5).

Objek tanah terlantar sesuai Pasal 2, meliputi sebgai berikut:
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a. Tanah Hak Milik , Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai.

b. Tanah Hak Pengelolaan

c. Tanah yang bersangkutan yang sudah diperolehan dasar penguasaannya
oleh Negara atau badan hukum, tetapi masih sebagai tanah Negara
karena belum diperoleh haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Jo Pasal

16 UUPA.

Tahapan-tahapan untuk menentukan tanah yang terlantar menurut Peraturan
Pemerintah No. 11 Tahun 2010, dimana suatu tanah dinyatakan terlantar apabila
pemegang hak tanah diberikan waktu tiga tahun secara bertahap tetapi tidak
mengindahkan peringatan tersebut agar tanah dipergunakan sesuai dengan

keadaan atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya.

Untuk tanah-tanah perkebunan, Undang-Undang No. 29 Tahun 1956 tentang
Peraturan dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-tanah  Perkebuanan
menetapakan bahwa: “ Oleh Menteri Pertanian ditetapkan batas waktu dalam
nama pemeganag hak yang belum memenuhi kewajiban, maka atas pertimbangan
Menteri Pertanahan Hak erfpacht atas tanah perkebunan yang bersangkutan dapat

dibatalkan oleh Menteri Agraria”.

Undang-Undang tersebut sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria
terhadap tanah-tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU). Untuk tanah
perkebunan jangka waktu ditentukan oleh Menteri Pertanahan. Akibat hukum
yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar tanahnya menjadi tanah yang

dikuasai langsung oleh Negara. Kepda bekas pemegang hak atau pihak yang
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sudah memperoleh dsar penggunaan atas tanah yang kemudian dinyatakan
sebagai tanah terlantar diberikan ganti rugi sebesar harga perolehan yang
didasarkan bukti-bukti tertulis yang ada telah dibayar oleh yang bersangkutan
untuk  memperoleh hak atas tanah atas dasar penggunaan atas tersebut yang

jumlah ditetapkan oleh Menteri Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010.

2.3.2.  Pengertian pendudukan Tanah Areal Perkebunan

Hasil penelitian Karl. J Pelzer di Sumatera Timur menunjukan persaingan yang
kotor antara pemegang konsesi tanah yaitu perusahaan Belanda yang
mengakibatkan pelanggaran atas kedudukan hak ulayat suku Batak Karo,
sehingga timbul pemberontakan antara tahun 1871-1872. Beberapa konsesi
berlaku selama sembilan puluh tahun, lainya tujuh puluh lima tahun, oleh karena
timbul kecaman-kecaman terhadap praktek konsepsi oleh penguasa perkebunaan
Belanda yang merugikan dan menimbulkan penderitaan bagi pribumi maka itu

diganti menjadi sewa jangka panjang yang dikenal Hak Erfacht.

Sebenarnya sumber utama dari ketidak puasan mereka adalah jumlah lahan yang
tidak cukup tersedia bagi pendudukdesa. Persoalan yang penting adalah justru
pengurangan tanah yang dikuasai oleh penguasa-penguasa perkebunan dan
membagikanya kepada petani yang kekurangan tanah (redistribusi). Pengembanan
perkebunan yang didaraskan pada kebijakan yang tidak memenuhi prinsip-
perinsip dan nilai-nilai keadilan agraria, maka banyak perusahaan dan perkebunan
kini harus berhadapan dengan tuntutan hak agraria petani penggarapan ataupun

petani penduduk lokal. Disinilah, istilah yang kalah sinisnya dengan masalah

2Karl J Pelze, Sengketa Agraria, 1991, Penguasaan Perkebunan Melawan Petani Jakarta:
Sinar Harapan, him. 2006
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muncul yaitu penjarahan atau pengambilah lahan yang di lakukan oleh petani
karena ketidak adilan yang dilakukan. Tetapi sesungguhnya istilah penjarahan itu
bertolak belakang dengan apa yang nyata-nyata di laksanakan petani kecil yakni
menuntut kembali tanah hak miliknya yang dulu dirampas kekuasaan modal dari
pemerintah atau yang lebih dikenal dengan istilah reclaming. Penjarahan jelas
berbeda dengan reclaming. Penjarahan itu merampok (bukan miliknya) sedangkan

reclaming memiliki dari moral yang jelas menuntut hak miliknya.?*

Istilah “menyerobot” tanah yang dimaksud yaitu menguasai secara fisik tanpa
adanya dasar hak yang resmi. Upaya mengambil hak ini mendapat istilah yang
tepat dalam bahasa Inggis yaitu reclaming. Secara sosiologis berarti sebuah
tindakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat tertindas untuk memperoleh
kembali hak-haknya seperti tanah, air dan sumberdaya alam serta alat-alat

produksi lainya secara adil, demi terciptanya kemakmuran rakyat semata.

Reclaming bukan penjarahan ataupun perambah, karena memiliki dasar-dasar
yang dipertanggung jawabkan, baik dimensi moral, ketidak adilan, normtif
yuridis, histori dan nilai-nilai lokal, struktur yang menindas, kebutuhan dasar
manusia dan kewajiban negara. Penjarahan sendiri adalah tindakan kriminal,
pencurian yang tidak mendasar pada hak yang ia miliki juga yang terdapat

didalamnya.

Pendudukan tanah secara tidak sah baik di atas tanah instansi pemerintah maupun
di atas tanah swasta. Beberapa tahun belakangan ini, banyak media nasional

maupun lokal memuat berita tentang “aksi pendudukan® lahan yang terjadi

#Andik hardianto, 2000, penuntasan Masalah Lahan Perkebunan Untuk Keadilan Agraria
dan Kemakmuran Petani Surabaya, Surabaya: Publis Pustaka, him. 6
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diberbagai tempat di Indonesia. Istilah aksi pendudukan mengacu pada perbuatan
yang dilakukan oleh para petani yang memasuki hutan desa dan menggarap lahan
yang dikuasai perusahaan dan perhutani. Namun terdapat berlebihan dengan
peggunaan istilah tersebut. Hal ini bisa dimengerti mengingat sumber-sumber
yang dikutip media massa kebanyakan adalah pejabat pemeritah, pengusaha
perkebunan dan juga para pemerhati masalah sosial yang tinggal di wilayah

perkotaan.

Aksi reclaming petani atas perkebunan yang mengkuak secara luas, dalm tahun-
tahun bergulirnya reformasi di Indonesia mereka menuntut kembalinya tanah
yang diambil secara paksa oleh penguasa (baik pemerintah kolonial maupun

nasional) dan pemodal (baik asing maupun domestik).

Umumnya ciri-ciri dari penduduk tanah secara tidak sah dilakukan oleh golongan
ekonomi lemah dan jumlah besar dan mengharapkan santunan. Sebenarnya
terhadap pendudukan tanh secara tidak sah sudah diatur dalam kewenangan

Bupati dan Walikota Kepala Daerah.

Menurut Harsono, pelanggaran tersebut tidak selalu harus diakukan dengan
tuntutan pidana. Pemecahan masalah pemakaian tanah secara tidak sah dapat
disesuikan dengan keadaan tanah dan kepentingan pihak-pihak yang

bersangkutan.?

Hukum tanah tidak mengenal hak garap maka dalam pengosongan tanahnya pihak

yang menguasai atau menduduki tidak berhak menuntut ganti kerugian. Akibatnya

»Boedi Harsono,1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi Dan
Pelaksanaannya, Jkarta: Penerbit Djambata, him. 210
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tetapi menuntut hukum bangunan dan tanaman yang ada di atasnya adalah milik

penggarap yang menguasai tanh tersebut.

2.4. Program Tanah Air Pemberdayaan Hutan

Dalam konteks kehutanan dan kelangsungan hidup manusia, hutan sangat penting
bagi kehidupan jutaan orang Indonesia. Sekitar 48,8 juta orang hidup di hutan
negara dan sekitar 10,2 juta orang diantaranya merupakan orang miskin. Secara
keseluruhan, sekitar 20 juta orang Indonesia tinggal di daerah pedesaan dekat
hutan, dan sekitar 6 juta orang memperoleh penghasilan dari sumber daya hutan
(CIFOR, 2004). Di samping menyediakan pekerjaan dan pendapatan bagi
masyarakat, hutan juga penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
masyarakat termiskin di kawasan hutan, seperti untuk kayu bakar, obat-obatan,

makanan, bahan bangunan, dan barang lainnya.

Kehutanan menjadi jaring pengaman ekonomi ketika terjadi krisis ekonomi yang
parah. Sebagai contoh, selama krisis ekonomi tahun 1997-1998, sejumlah rumah
tangga di sekitar hutan memperoleh penghasilan dari sumber daya hutan
meningkat dari 23,3% ke 32,9%, dengan penyumbang terbesar dari kayu dan
rotan (Sunderlin et al, 2003). Hal ini berarti bahwa sektor kehutanan digunakan
sebagai alternatif mata pencaharian ketika terjadinya kesulitan ekonomi yaitu
dengan memanfaatkan hasil hutan non-kayu lebih banyak daripada biasanya. Dari
perspektif kemiskinan, sumber daya hutan seharusnya dilindungi atau ada jaring

pengaman sosial alternatif yang dapat diciptakan untuk menggantikannya.
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Selama tiga dekade terakhir, sumber daya hutan telah menjadi modal utama
pembangunan ekonomi nasional yang memberi dampak positif antara lain
terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong
pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun sayang sekali akibat
berbagai hal, sejalan dengan berkembangnya peradaban, kondisi di atas sudah
semakin sulit dijumpai dimasa sekarang. Kondisi yang justru menonjol dewasa ini
adalah hutannya semakin rusak, sementara masyarakat disekitarnya tidak
sejahtera. Peran sektor kehutanan dalam perekonomian nasional kini meredup
seiring dengan makin kompleksnya permasalahan dan kejahatan kehutanan yang

menghancurkan sumber daya hutan.

Untuk mengatasi kerusakan hutan, Departemen Kehutanan telah mengambil
langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam lima kebijakan prioritas.
Sementara itu untuk merehabilitasi hutan dan lahan, serta perbaikan lingkungan
yang rusak, telah dicanangkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(Gerhan), yang secara lebih luas lagi dikembangkan dalam Gerakan Indonesia
Menanam yang dicanangkan oleh Presiden Rl pada peringatan Hari Bumi tahun
2006, serta Program Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) untuk

mempercepat realisasi Gerhan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, kedua kegiatan ini mengikutsertakan masyarakat
luas. Keikutsertaan masyarakat ini untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat
terhadap kegiatan menanam pohon sehingga kedepan kegiatan penanaman pohon
tidak lagi dibiayai oleh Pemerintah tetapi menjadi kegiatan swadaya masyarakat.

Dalam program KMDM lebih ditekankan pada edukasi karena sasarannya adalah
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anak-anak sekolah dasar. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan
pentingnya menanam pohon untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup sejak usia
dini. Dengan program ini, diharapkan dimasa depan mempunyai penerus-penerus
bangsa yang paham dan peduli terhadap kelestarian sumber daya hutan.

Apabila seluruh komponen bangsa berpartisipasi aktif dalam melakukan
pelestarian dan perlindungan hutan, maka berbagai ancaman terhadap keutuhan
kawasan hutan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Mengingat fungsi hutan
sebagai sistem penyangga kehidupan dan pengatur keseimbangan ekosistem,
maka untuk menjaga kelestariannya, Pemerintah telah menetapkan kawasan hutan
konservasi dan kawasan hutan lindung. Kawasan hutan konservasi yang telah
ditetapkan seluas lebih dari 28 juta Ha yang terbagi menjadi 535 unit pengelolaan.

Sedangkan hutan lindung + 33,5 juta Ha tersebar di seluruh Indonesia

Pengelolaan hutan produksi alam dalam pemanfaatan untuk mendukung bahan
baku industri perkayuan luas eksploitasinya dikendalikan secara hati-hati. Dalam
jangka panjang kebutuhan industri perkayuan bahan baku dipenuhi dari hutan

tanaman yang diproyeksikan seluas 10 juta Ha.

Dengan demikian, maka komitmen semua pihak dalam ikut menjaga kelestarian
hutan, baik terhadap hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi,
merupakan wujud bela negara dalam melindungi hidup bangsa, negara, dan
bahkan bumi. Menyelamatkan hutan berarti menyelamatkan bumi dan kehidupan

di dalamnya. %

®http,//www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=527 04-10-2016
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2.5 Konflik Atau Sengketa Pertanahan dan Upaya Penyelesaian

2.5.1 Pengertian Konflik Agraria Atau Sengketa

Konflik atau sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara
dua pihak atau lebih yang berselisih. Konflik atau sengketa terjadi juga karena
adanya perbedaan peresepsi yang merupakan pengambaran tentang lingkungan
yang dilakukan secara sadar yang disadari pengetahuan yang dimiliki seseorang,

ligkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.?’

Perbedaan peresepsi antara masyarakat yang menduduki tanah dengan perusahaan
perkebunan dapat mengakibatkan timbulnya konflik atau sengketa perselisihan
tentang nilai tuntutan berkenaan dengan status kuasa dan sumberdaya kekayaan
yang persediaannya tidak mencukupi, dimana para pihak yang bersengketa
memojokkan atau menghancurkan lawan dapat dikatakan juga konflik atau

sengketa.

Mengenai konflik pertanahan atau agraria adalah merupakan bentuk ekstrim dan
keras dari persaingan. Konflik agraria ialah proses intraksi antara dua (atau lebih)
orang atau kelompok yang mesing-masing memperjuangakan kepentingannya atas
objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah

seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang

?’Sudarsono, 2002, kamus hukum, revisi ke 3, Jakarta : Penerbit Rinek Cipta, him. 433
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bersangkutan. Secara makro sumber konflik mencakup perbedaan/benturan nilai
(kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, dan atau gambaran objektifitas
kondisi agraria setempat (teknis), atau perbedaan kepentingan (ekonomi) yang
terjadi pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah, reforma
agraria dilakukan untuk mengatasi konflik agraria bukanya reforma agraria

menghasilkan konflik-konflik agraria baru.

Mestinya harus disadari bahwa permasalahan konflik agraria dalam kebijakan
pertanahan harus merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Diakui
bahwa permasalahan tanah makin kompleks dari tahun ke tahun sebagai akibat
meningkatnya kebutuhan manusia akan ruang. Oleh karena itu pelaksanaan dan
implementasi UUPA di lapanga menjadi makin tidak sederhana. Persaingan
mendapat ruang (tanah) telah memicu konflik baik secara vertikal maupun

horizontal yang makin menajam.

Meski demikan perlu disadari bahwa konflik agraria sesungguhnya bukan hal
yang baru. Namun dimensi konflik makin terasa meluas dimasa Kkini bila
dibandingkan pada masa kolonial. Nenerapa penyebab terjadinya konflik agraria
masa kini diantaranya menuntut hak-hak masyarakat.

a.  Pemilik atau penguasa tanah yang tidak seimbang dan merata, utamanya
terjadi pada tanah-tanah perkebunan yang memicu pendudukan dan
klaim antara masyarakat luas dan pemilik HGU tanah yang bersangkutan
ataupun izin HPHTI.

b.  Ketidak serasian penggunaan tanah petani dan non-petani

c.  Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi (lemah)
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d. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas
tanah (Hak Ulayat)

e. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam
pembebasan lahan.

Tanah menurut pandangannya juga telah memiliki nilai baru, dimana tidak saja

dipandang sebagai alat produksi semata melainkan juga sebagai alat untuk

berspekulasi (ekonomi). Tanah telah menjadi “barang dagangan”  dimana

transaksi ekonomi berlangsung dengan pengharapan. Akan margin perdagangan

atas komoditas yang dipertukarkan.

2.5.2 Upaya Penyelesaian Konflik Atau Sengketa Agraria
Sebagaimana diketahui UUPA di dalah Pasal 2, menganai Hak menguasai Negara
atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenanngan dari Negara tersebut
adalah berupa:
a.  Mengatur dan menyelengarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
b.  Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi,
air dan ruang angkasa.
c.  Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan wewenang tersebut diatas, walaupun secara tidak diatur, akan tetapi
wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa adalah Negara Republik
Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Menteri Dalam

Negeri Direktur Agraria dan Menteri Kehutanan yang dapat dipergunakan sebagai
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landasan oprasional dan berfungsi untuk penyelesaian sengketa atas tanah yaitu
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Konflik.

Konflik atas tanah dibidang kehutanan adalah salah satu dari sekian banyak
masalah konflik agraria yang rumit untuk mencarikan solusinya. Dalam konflik
agraria ini, terkait isu selain ekonomi yang bisa menimbulkan dampak persoalan
sosial lebih luas. Sebagai administrator negara yang bertanggung jawab atas
pengadministrasian pertanahan secara nasional, selanjutnya mengajukan beberapa
mekanisme penyelesaian konflik yang selama ini digunakannya. Pendekatan itu
antara lain menyebutkan musyawarah, koreksi administrasi dan solusi melalui
lembaga peradilan. Maslahnya pertanahan dimasa depan akan bertambah
kompleks dan satu hal yang diakui adalah belum memadahinya kapasitas
kelembagaan yang berkompeten mengenai persoalan ini oleh karena faktor-faktor
menejemen dan keuangan yang sulit dipecahkan secara segera dalam penenganan

konflik agraria.

Suatu sengketa muncul maka ada penyelesaiannya, bentuk suatu penyelesaian
sengketanya merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para pihak
yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikannya secara

sepihak.

Dalam penyelesaian pemakaian tanah secara ilegal, yang dimungkinkan oleh
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam Undang-Undang ini memberikan

kewenangan kepada bupati/walikota untuk menyelesaikan secara arif dan
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bijaksana, diberikan wewenang untuk secara sepihak memutuskan penyelesaikan

penguasaan secara ilegal tanpa wajib mengajukan persoalnya ke pengadilan.

Berdasarkan kasus pertanahan, dapat dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu
pertama sebagai sengketa yang terjadi di luar Badan Peradilan, pada umumnya
diusahakan untuk dapat diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Ke dua
sengketa yang terangkat ke Badan Peradilan, yang dapat dibedakan antara
permasalahan yang timbul terjadinya sengketa perdata atau terjadi sengkata Tata
Usaha Negara dan penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri atau
Pengadilan Tata Usaha Negara, penyelesaian sengketa alternatif (Alternative
Dispute Resolution) ada enam macam tata cara penyelesaian di luar jalur
pengadilan, yaitu:

a.  Konsultasi;

b.  Negosiasi;

c.  Mediasi;

d.  Konsultasi atau perdamaian;

e.  Pemberian pendapat hukum;

f. Arbitrase.

Pengguanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1960 umumnya
dilakukan dalam usaha menyelesaikan sengketa mengenai penguasaan tanah yang
meliputi tanah okupan. Penyelesaian sengketa penguasaan tanah perseorangan
dilakukan melalui gugatan perdata pada pengadilan. Ketentuan hukum yang ada
kaitanya dengan penyelesaian masalah garapan penduduk dari Undang-Undang

tersebut, yang pada dasarnya bermaksud untuk menyelesaikan masalah okupasi
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ilegal atas tanah-tanah bukan hutan dan bukan perkebunan. Apabila dianggap
adanya okupasi ilegal atas tanah-tanah hutan dan perkebunan, maka penyelesaian
diserahkan kepada kebijakan Menteri Agraria. Dimana dengan menggunakan
wewenang tersebut Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan penduduk
di daerah perusahaan perkebunaan dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu
untuk menyelenggarakan perusahaanya, dengan terlebih dahuu diusahakan

sengketa secara musyawarah.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Peneliti ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Penilitian hukum
mengenai pemberlakukan atau implementasi ketentuan hukum normatif
(kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa
hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action
tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan oleh negara.?® Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai
validitas data yang baik, data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian

yang dilakukan.?

Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data
sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di
lapangan atau terhadap masyarakat atau pihak yang terlibat dalam permasalahan.
Dikatakan sebagai data primer karena yang hendak diteliti adalah sebagai prilaku

hukum dari praktek penyelesaian sengketa tanah antara warga dengan perusahaan

%8 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti,
him.134
»Bambang Waluyo 1991, Penelitian Hukum Dalam Peraktek, Jakarta: Sinar Grafika, him. 7
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dan pemerintah sebagai pemegang kendali. Melihat penerapan kerjasama
kemitraan dalam penyelesaian konflik kepemilikan tanah yang sudah berlangsung
lama.

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh
gambaran dan pemahaman yang lengkap dan jelas terhadap permasalahan yang

akan dibahas dalam penelitian.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli. Dengan
demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang
tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti akan mengkaji dan meneliti
sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, dengan cara
mengumpulkan informasi atau data secara langsung dengan pihak-pihak yang

terkait, yaitu :

1. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji.

4. Persatuan Petani Masyarakat Moro-Moro Way-Serdang Kabupaten Mesujji.
5. Aliansi Gerakan Ferorma Agraria (AGRA)

6. Masyarakat Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuiji.

b. Data Sekunder
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Data sekunder adalah data yang mencakup peraturan perundang-undangan,
dokumen-dokumen resmi, buku-buku refrensi, jurnal dan hasil-hasil penelitian
yang berwujud laporan, serta data internet.*® Data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
b) Undang-Undang No. 51 Tahun 1951 Tantang Tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin
¢) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tantang Kehutanan
d) Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Petani
e) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
f) Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembeharuan Agraria
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
g) Peraturan Menteri Kehutanan No 39 Tahun 2013 Tentang Kemitraan.

h) Program NAWACITA

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan

keterangan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum

%50erjono Soekanto, 2012, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
him.. 30
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sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku refrensi, jurnal,
laporan-laporan hasil penelitian, dan peraturan-peraturan lainnya yang
berkaitan dengan permasalahan yang ada.

3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, indeks majalah hukum,
jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti :
majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui internet

yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

3.3. Pengumpulan Data
Untuk memperolerh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh

prosedur sebagai berikut:

a. Data Primer
1) Observasi lapangan dan Quisioner

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari
lapangan atau sumber-sumber yang langsung dengan Objek penelitian
dalam hal ini warga masyarakat Moro-Moro yang menduduki areal kawasan
hutan register 45 Kabupaten Mesuji yang izin konsesinya dipegang oleh PT.
Silva Inhutani.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan penyebaran quisioner, yang
ditujukan kepada kelompok warga masyarakat, dengan kombinasi tertutup
dan terbukan. Quisioner yang berbentuk tertutup dalam arti telah disipkan
jawabanya yang ada dan responden tinggal memilihnya, sedangkan

pertanyaan bentuk terbuka, kepada responden diberikan kesempatan untuk
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menjawab pertanyaan terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
sesuai permasalahan terkait pemanfaatan lahan, penguasaan lahan, konflik
yang terjadi, dan kemungkinan bermitra dengan perusahaan.
2) Wawancara

Selain menggunakan teknis observasi pembagian quisioner terhadap warga
masyarakat, data primer diperluas dengan wawancara terhadap narasumber.
Untuk mendapatkan keterangan dan data, dilakukan pendekatan pustaka,
serta jurnal melalui internet. Setelah itu melakukan wawancara lapangan
dengan cara formal melalui surat yang dikirimkan ke instansi terkait, dan
pendekatan in formal mengunjungi langsung pihak narasumber infomasi,
agar dapat tergali dengan baik data atau informasi yang dikumpulkan,
dengan menyiapkan daftar pertanyaan seputar permasalahan konflik
Register 45 Kabupaten Mesuiji.
Daftar pertanyaan berisi diantaranya :

1. Tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dalam penyelesaian sengketa

dari awal hingga sekarang.

N

. Sejauh mana penyelesaian dengan menggunakan Permenhut No.39

Tahun 2013 Tentang Kemitraan.

w

. Pihak yang terkait dalam penyelesaian.
4. Sosialisasi  tentang Permenhut No. 39 tahun 2013 Tantang

Kemitraan.

o

Penerapan kemitraan di Register 45 Kabupaten Mesuiji.

S

Kekurangan dan kelebihan sister kemitraan
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7. Keberhasilan penerapan kemitraan dalam penyelesaian konflik
penguasaan lahan.
b. Data Sekunder
1) Studi Kepustakaan (Library Research)

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari peraturan-peraturan
perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku refrensi (kepustakaan) yang
terkait dengan topik penelitian, data yang ada dikumpulkan dari pustaka dan
internet, selanjutnya dilakukan pengkutipan data sesuai dengan tema

penelitian.

3.4. Pengolahan Data
Pengeolahan data di lakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Tahap pengelolaan data :

1) lIdentifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan
dengan konflik tanah di Register 45 Kabupaten Mesuji.

2) Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para
responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui
apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses
selanjutnya. Semua data yang diperolen kemudian disesuaikan dengan
permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data
yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

3) Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok
yang telah ditentukan secara sistemis sehingga data tersebut siap untuk

dianalisis.
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4) Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam
data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan akurat.

5) Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun
secara sistemis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan
yang bersifat umum dari data yang besifat khusus.

3.5. Analisis Data

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu
analisis data dengan mengelompokan, menyeleksi dan memilih data yang
menggambarkan sebenarnya di lapangan menurut kualitas dan kebenarannya,
kemudian dengan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi

kepustakaan dan dokumentasi.

Data perimer yang berupa angka akan disajikan dalam bentuk tabel, untuk
mempermudah deskripsi dan analisisnya, data sekunder yang diperoleh dari
penelitian kepustakaan (dokumen dan arsip) maupun peraturan perundang-
undangan disimpan secara sistematik dan dijadikan acuan dalm melakukan
analisis yang sudah dilakukan sejak awal pengumpulan data dan diteruskan pada

proses penelitian berlangsung.

Maka analisis kuantitatifnya didasarkan pada data primer responding dan
narasumber yang didukung oleh data skunder. Kemudian langkah selanjutnya
adalah menyusun hasil penelitian dalam sebuah laporan penelitian, kemudian

diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu
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menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat

umum.

Data yang telah di olah kemudian dianalisiskan menggunakan cara analisis
deskriptif kualitatif,** yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam
bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti
untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan mengenai penyelesaian Konflik

Agraria dengan penerapan Permenhut No. 39 tahun 2013 Tentang Kemitraan.

'Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 25



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan pada bab
sebelumnya , maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan sebagai

berikut;

1. Dinamika masalah konflik pertanahan di atas, prioritas pertama yang harus
dikerjakan adalah bagaimana penyelesaian masalah pertanahan untuk mengelola
konflik pertanahan dalam Kawasan hutan, penyelesaian konflik perseorangan,
badan hukum swasta, konflik antar etnis, dan pemerintah baik yang menimbulkan
kekerasan atau tidak, harus dilakukan dengan cara peraturan perundang-undangan
dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten
dan Kota tidak boleh menggunakan cara-cara yang bersifat pasif, acuh tak acuh,
dan menghindari atau menggunakan kekerasan untuk mencapai penerapan
Kemitraan di Kawasan Register 45 untuk memberikan keadilan dan kesejahtraan

bagi masyarakat yang notabennya petani.
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2. Model Penyelesaian Sengketa, dalam penyelesaian penguasaan tanah di
Register 45 bisa di masukan dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah
lahan untuk petani Penerapan Permenhut No. 39 Tahun 2013 tentang Kemitraan
Sebagai landasan penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan yang diinginkan
masyarakat. Banyaknya koflik yang terjadi di kawasan Register 45, bisa juga
digunakan pencabutan izin KPH seluruhnya yang di miliki oleh PT. Silva
Inhutani, dikeluarkan dalam izin penguasaan baru dilaksanakan sewa oeleh

masyarakat.

Dengan ini masyarakat melakukan sewa dengn Kementerian kehutanan, bahwa
masyarakat juga bisa mengelola tanpa tekanan dan legalitas masyarakat di
kawasan hutan jelas dan ada kekuatan hukum tanpa terganggu dengan setatus
masyarakat disana seperti yang terjidi sekarang ini. Kebebasan yang diberikan
oleh pemerintah menjadi dasar kesejahtraan yang diberikan atau pemenuhan hak

pengelolan sumber daya alam yang ada di Register 45 Kabupaten Mesuji

Bahkan pemerintah bisa melakukan penetapan kedalam program reforma agraria,
landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah.
Penataan ulang struktur penguasaan tanah (landreform), bukan saja akan
memberikan kesempatan kepada sebagian besar penduduk yang masih
menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian untuk meningkatkan taraf
kehidupannya. Lebih dari itu, landreform bukan hanya akan suatu dasar yang
kokoh dan stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi dasar

bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis.
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5.2 Saran
Demi perbaikan atas pelaksanaan kemitraan sebagai penyelesaiaan konflik

agraria perlu dilakukan langkah-langkah:

1) Adanya pendampingan oleh pihak netral dalam pelaksanaan Kemitraan

2) Keseimbangan Nilai Tawar dalam Negosiasi yang di lakukan

3) Pembuatan perjanjian dilakukan bersama antara masyarakat dengan PT.
Silva Inhutani Lampung

4) Pemerintah hanya sebagai pengawal terjadinya pelaksanaan kemitraan

5) Mengedepankan kesejahtraan masyarakat

6) Pendampingan oleh pemerintah dalam sistem kemitraan yang

dilaksanakan

Artinya adanya pendampingan atau keterlibatan dari pihak yang netral dalam
pelakanaan Kemitraan yang di lakukan oleh akademisi, atau organisasi yang
bergerak di bidangnya untuk bisa mengawal perjalanan kerjasama kemitraan.
Karena jika tidak di lakukan pendampingan maka Negosiasi yang di inginkan oleh
masyarakat di kawasan hutan Regiter 45 kabupaten Mesuji tidak terpenuhi.
Masyarakat hanya diberikan atau disajikan perjanjian yang sudah dibuat bukan

melibatkan dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Jadi pelaksanaan Permenhut No0.39 Tahun 2013 bisa diterapkan dengan
mengedepankan dasar kesejahtraan bagi masyarakat yang melakukan kerjasama

kemitraan di Kawaan Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji.
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